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BAB II 

KAPITALISME KONFLIK KELAS -KARL MARX 

A. Penelitian Terdahulu 

1. ElokRahmawati,Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap 

Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005, Desa 

Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten, 2010.6 

Dari penelitian terdahulu ini secara umum meneliti tentang: 

1. Proses penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg 

dilakukandengan cara tradisional dan melanggar peraturan pemerintah 

daerah (Perda)Jatim No. 1 Tahun 2005 

2. Dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg 

KabupatenMojokerto terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya, 

pengelupasantanah penutup yang menyebabkan kerusakan pada Top 

Soil Tanah dan system air bawah tanah, Air hujan tidak dapat meresap 

ke dalam tanah secarasempurna sehingga kantong-kantong air didalam 

tanah menjadi sedikit,tanggul sungai mengalami kerusakan dan 

meningkatnya polusi udara. 

3. Pandangan hukum Islam dan Perda Propinsi Jatim No 1 Tahun 2005 

terhadapaktifitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan 

                                                           
6ElokRahmawatiPenambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa 

Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda 

Jatim No 1 Tahun 2005. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010 
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Gedeg KabupatenMojokerto, Islam melarang bagi Manusia melakukan 

kegiatan yang merusakterhadap lingkungan, manusia berkewajibkan 

untuk terus menjaga danmemelihara kelestarian lingkungan, 

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’ansurat al-A’raf ayat: 74. 

Penambangan pasir yang ada desa Ngares merupakanpenambangan 

liar (ilegal) disebabkan tidak mempunyai izin Usaha daripemerintah 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4-10 Peraturan Daerah JatimNo.1 

Tahun 2005 tentang ketentuan perizinan. 

2. Marini, sumbangan baja, iqbal sultan. Penerimaan informasi Dampak 

Penambangan Pasir bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan 

Penambangan Pasir Ilegal di  Das Jeneberang, kabupaten gowa, 2014.7 

Proses komunikasi antara penambang pasir illegal dengan pihak 

BLHD Kabupaten Gowa, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak 

penambang pasir illegal menempuh jalur central route dalam menerima 

pesan yang diberikan oleh pihak BLHD. Sementara pihak BLHD 

menggunakan tipe neutral argument dalam menyampaikan pesan ke pihak 

penambang illegal. 

Dalam merespon pesan penambang illegal mengedepankan ego-

involvement yang cukup besar sehingga kebenaran dan fakta akan dampak 

dari aktivitas penambangan ilegal terhadap.lingkungan yang dilakukan 

                                                           
7 Marini dkk.,” Penerimaan informasi Dampak Penambangan Pasir bagi Kerusakan 

Lingkungan Hidup di Kalangan Penambangan Pasir Ilegal di  Das Jeneberang, kabupaten 

gowa” Jurnal Komonikasi KAREBA 3 no. 2 (2014): 112-118 
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tidak diterima baik. Bahkan cenderung melakukan pembelaan atas nama 

kebutuhan dan sulitnya mencari nafkah selain menambang secara ilegal. 

Sehingga proses penerimaan informasi tidak lancar dan belum 

memberikan efek pada perubahan perilaku penambang pasir illegal. Faktor 

lain dalam konsep ELT yakni kesempatan (intensitas menerima pesan) 

memang terlihat dari hasil penelitian ini sangat minim diterima oleh pihak 

penambang ilegal dari pihak BLHD Kabupaten Gowa. Padahal hal ini 

menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses persuasi.  

Pemahaman penambang illegal tentang informasi dampak 

penambangan pasir terhadap lingkungan mengalami hambatan disebabkan 

metode penyampaian pesan kurang memperhatikan prinsip-prinsip 

komunikasi efektif serta lemahnya argumentasi pihak BLHD dalam 

mempersuasif penambang. Penggunaan tipe pesan neutral argument harus 

ditingkatkan ke strong argument. Beberapa penggabungan pengolahan 

pesan secara sentral dan periferal nampaknya tetap harus dipertimbangkan 

oleh pihak komunikator (BLHD), misalnya mempertimbangkan isyarat 

perifer (pembawa pesan, media) seperti siapa yang dapat diutus untuk 

memberikan pesan persuasive kepada penambang. Dan bagaimana pesan 

tersebut disampaikan. 
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3. Catur Dewi Saputri, Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang 

Pasir Pasca ErupsiMerapi Tahun 2010 di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, 

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.2012.8 

Adanya letusan gunung berapi tersebut menimbulkan berbagai 

dampak bagi kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Adanya 

bencana tersebut mengakibatkan dampak perubahan diberbagai aspek 

kehidupan mereka. Dampak adanya bencana yang terjadi tentu saja dapat 

berupa dampak negative dan positif bagi warga sekitar. Seperti yang 

terjadi di Dusun Kojor yang menjadi objek penelitian ini. Beberapa waktu 

lalu dusun ini terkena lahar dingin merapi yang membawa material seperti 

pasir dan batu. Lahar dingin itu merusak sebagaian lahan pertanian warga 

yang berada tepat dipinggir sungai serta saluran irigasi menjadi rusak. 

Tentu saja kejadian itu membawa dampak yang besar bagi penduduk 

sekitar yang memang mata pencahariannya sebagain besar bekerja sebagai 

petani. Awal-awal setelah terjadinya lahar dingin tersebut, sempat 

mengganggu perekonomian warga, terutama yang bekerja sebagai petani 

karena merekatidak bisa menelola sawahnya karena saluran irigasi masih 

rusak dan tanaman-tanaman juga tertutup oleh abu vulkanik merapi. 

Namun, menyadarimaterial pasir yang dibawa oleh banjir lahar dingin itu 

sangat banyak,sebagain warga terutama petani yang lahan pertaniannya 

                                                           
8 Catur Dewi Saputri, Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir 

Pasca ErupsiMerapi Tahun 2010 di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, Kecamatan Mungkid, 

Kabupaten Magelang. Skripsi .Universitas Negeri Yogyakarta 2012. 
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tertimbun olehmaterial pasir tersebut memanfaatkannya untuk mengambil 

pasir dan batuuntuk di jual. Setelah mendapat izin dari pemerintah 

setempat, makakemudian dibukalah pertambangan rakyat.Hal tersebut 

dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk bekerja menjadipenambang 

pasir. Awal-awal dulu memang banyak sekali warga Dusun Kojoryang 

menjadi penambang pasir, karena pasir yang ada memang 

begitumelimpah. Namun, karena diambil setiap hari, makin ke sini pasir 

semakinberkurang dan susah untuk dicari. Jadi, untuk saat ini jumlah 

penambang pasir semakin berkurang, misalnya masih bertahan menjadi 

penambang itujuga hanya sebagai pekerjaan sampingan saja.Dampak 

adanya lahar dingin tersebut juga berpengaruh terhadapkehidupan sosial 

mereka. Dimana setelah adanya bencana lahar dingin yangmenerjang 

dusun mereka semakin membuat interaksi diantara para 

anggotamasyarakat semakin terjalin erat. 

 Persamaan  

Dalam ke tiga penelitian terdahulu tersebut sama-sama membahas 

tentang dampak dan respon atau persepsi masyarakat mengenai 

pertambangan pasir terhadap lingkungan, dampak dari penambangan pasir 

ini, mengakibatkan pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan 

kerusakan sistem air bawah tanah, air hujan tidak dapat meresap kedalam 

tanah secara sempurna sehingga kantong-kantong air di dalam tanah 

menjadi sedikit, kerusakan pada tanggul sungai dan meningkatnya polusi 
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udara.Adanya eksploitasi sumber daya alam yang digunakan 

untukkepentingan manusia sehingga menimbulkan keresahan bagi 

masyarakat akibat dampak dari pertambangan illegal tersebut. 

Pada kedua peneitian ini (1&2) juga memiliki persamaan dalam 

metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif desriptif begitu 

juga pada penelitian yang saat ini di lakukan juga menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Data kualitatif meliputi argumentasi, respond an 

pandangan dari pihak yang terkait melalui sumber data yang primer dan 

data sekunder. Namun penelitian terdahulu yang ke tiga bebeda karena 

menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaan 

Dalam penelitian terdulu yang ke 1 

Dalam penelitian terdahulu ini menganalisa tentang pandangan hukum 

Islam dan Perda Propinsi Jatim No 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas 

penambangan pasir. Dan juga menggunakan Analisis hukum Islam 

terhadap penambangan menunjukkan bahwa Islam melarang kegiatan 

penambangan yang merusak terhadap lingkungan, dan diwajibkan untuk 

menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. 

Penelitian terdahulu yang ke 2 

Dalam peneitian in fokus terhadap interaksi (proses komunikasi) yang 

terjadi dalam penampaian informasi mengenai dampak kerusakan 

lingkungan akibat pertambangan illegal dan BLHD kabupaten Gowa. 
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Penelitian terdahulu yang ke 3 

Dalam penelitian terdahulu iniyang berbeda dari penelitian yang saat 

ini di lakukan yaitu mengkaji dan menganalisis tentang tingkat erosi di 

lokasi perambangan pasir, serta mengjukan model pengelolahan 

lingkungan lokasi penambangan. 

Sedangkan dalam penelitan yang sekarang menganalisis fonomena 

yang terjadi secara sosiologis dan dikaitkan dengan teori yang relevan 

yaitu konflik kelas yang di paparkan oleh Karl marx atau lebih di kenal 

dengan teori Marxian pada teori sosiologi modern selain itu juga mengkaji 

tentang dampak, system pertambangan, serta respon dari masyarakat 

sekitar tentang pertambangan tersebut. 

B. Pertambangan Ilegal 

1. Pengertian Pertambangan 

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Indonesia telah 

dimulai sejak masa colonial berkuasa. Namun pada masa kemerdekaan hingga 

saat ini pembangunan pertambangan terus dilakukan dengan 

penganekaragaman hasil tambang serta pengelolaan usaha pertambangan 

secara efisien. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian 

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
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eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. 

Menurut Adrian “Pertambangan adalah kegiatan yang memiliki resiko 

yang relatif tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik 

dan sosial yang lebih besar daripada komoditi lain”.9 

Menurut Sembiring “Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam 

rangka upaya penyelidikan pendahuluan (prospecting), pencarian (eksplorasi), 

penambangan atau penggalian (eksploitasi), pengolahan, pemurnian, 

pengangkutan, serta penjualan bahan galian”.  

Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambangan 

adalah kegiatan yang diawali dengan pendahuluan atau penyelidikan umum, 

penambangan, pengelolaan, dan pemurnian kembali serta memiliki dampak 

social ataupun fisik yang cukup besar. Pendapat lain menurut Badan Pusat 

Statistik (2015) bahwa “Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan 

endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, 

baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah  

permukaan bumi dan di bawah permukaan air”. 10 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pertambangan adalah kegiatan pengoptimalan bahan galian yang memiliki 

nilai ekonomis dan kegiatan ini di lakukan melalui beberapa tahapan yang 

                                                           
9Adrian Sutedi 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hal 43 
10 Badan Pusat Statistik. 2015. Pertambangan.  

http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/10.  (Diakses pada tanggal 28 mei 2017) 

http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/10
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sudah diatur oleh undang-undang. Penggolongan bahan galian pertambangan 

diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 

Penggolongan Bahan Galian, yaitu: 

1. Bahan galian strategis 

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian strategis 

ini biasa disebut bahan galian A. Dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan 

golongan bahan galian strategis, yaitu: 

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; 

2. Bitumen padat, aspal; 

3. Antarsit, batu bara, batu bara muda; 

4. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio-aktif lainnya; 

5. Nikel, kobal;dan 

6. Timah. 

2. Bahan galian vital 

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat 

hidup orang. Bahan galian vital ini biasa disebut dengan bahan galian B. 

Bahan galian galian vital ini dibagi menjadi delapan golongan, yaitu: 

1. Besi, mangan, molibden, khorm, wolfram, vanadium, titan; 

2. Bauksit, tembaga, timbal, seng; 

3. Emas, platina, perak, air raksa, intan; 

4. Arsin, antimon, bismut; 
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5. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; 

6. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; 

7. Kriolit, flourspar, barit; dan 

8. Yodium, brom, klor, belerang. 

3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. 

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital 

yaitu bahan galian yang biasa disebut dengan bahan galian C. Bahan galian ini 

dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu: 

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa), pospat-pospat, garam batu; 

2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit; 

3. Yarosit, leusit, tawas, oker; 

4. Batu permata, batu setengah permata; 

5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; 

6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap; 

7. Marmer, batu tulis; 

8. Batu kapur, dolomit, kalsit; dan 

9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir. 

Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, 

tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat 

dilakukan oleh: 
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1. Instansi pemerintahyang ditunjuk oleh menteri; 

2. perusahaan negara; 

3. perusahaan daerah; 

4. perusahaan dengan modal bersama antar negara dandaerah; 

5. koperasi; 

6. badan atau perseorangan swasta; 

7. perusahaan dengan modal bersama antar negara dan atau daerah 

dengan koperasi dan atau badan/perseorangan swasta; 

8. petambangan rakyat. 

2. Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin (Ilegal) 

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal 

dengan istilah illegal mining. Secara terminologi istilah illegal mining 

terdiri dari 2 kata, yaitu : 

a. Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan 

hukum; 

b. Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung 

logam berharga didalam tanah atau bebatuan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba mengemukakan 

definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin/Illegal Mining, yaitu 

kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, 

sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam 

operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi 

barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. 
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Dengan demikian, izin, rekomendasi, kuasa pertambangan atau bentuk 

apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau 

perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa 

izin/illegal mining. 

C. Teori Konflik kelas 

Menurut pandangan Marx, kaum borjuis pada masa itu 

tidak punya unsur positif yang bisa dipertahankan. Kaum 

borjuis hanya melakukan penindasan terhadap kaum buruh 

dalam rangka memperbesar modalnya.Pemikiran Karl 

Marx yang mendasari pemikiran dalam marxisme 

mengantarkannya mendapat sebutan sebagai orang pertama 

yang memberikan kontribusi terhadap persoalan 

globalisasi.  Hal ini berkaitan dengan teori marxisme yang 

cenderung lebih relevan dalam menjawab permasalahan 

masa kini apabila dibandingkan dengan masa awal 

munculnya teori ini.  Marxisme dianggap sebagai 

pandangan yang dapat meramalkan keadaan dunia yang 

berkembang seiring dengan tumbuhnya kapitalisme.  Tidak 

seperti liberalisme dan realisme, marxisme menggali lebih 

dalam mengenai politik dunia.  Marxisme beranggapan 

bahwa memahami politik dunia berarti mencari 

pemahaman lebih jauh mengenai kapitalisme global.11 

  

Dalam penelitian ini bisa dikatakan pengusaha menggunakan sistem 

politik untuk mengusai pertambangan pasir dan batu yang ada di desa 

pakuniran Kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo, seperti yang di 

jelaskan pada latar belakang bahwa proses pengambil alihan pengelolahan 

lahan yang ada di sungai pancar glagas melalui pemerintahan desa setempat. 

                                                           
11 Stephen Hobden, & Jones, Richard W., 2001. Marxist Theories of International 

Relations, dalam Baylish, John & Smith, Steve (eds), The Globalization of World Politics an 

Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press 
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“Teori Marxisme pada dasarnya merupakan analisis 

mengenai kapitalisme.  Dunia dalam kapitalisme 

berpandangan bahwa terdapat dua kelas di dalam 

masyarakat, kelas atas dan kelas bawah.  Kelas atas, kaum 

kapitalis, merupakan kaum eksekutif dalam perindustrian 

yang menguasai produksi.  Kelas bawah merupakan 

kelompok buruh yang cenderung mendapatkan perlakuan 

eksploitatif dari kaum kapitalis”.12  

Seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di sungai Pancar 

Glagas dapat digambarkan bahwa pengusaha berusaha mendapatkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya dari pertambangan tersebut dengan cara 

mengambil alih paksa pengelolaan yang kelola oleh masyarakat kelas bawah 

hanya di tukar dengan uang yang tidak seberapa nilainya. Namun masyarakat 

kelas bawah tetap menerima apa yang dilakukan oleh pengusaha karena 

mereka diancam jika tidak memberikan hak pengelolahan tersebut maka hak 

mereka akan dicabut oleh pihak perairan dengan tidak mendapatkan apa-apa. 

Masyarakat kelas bawah berfikir lebih baik diberikan kepeda pengusaha 

dengan mendapatkan uang sebagai pesangon dari pada izin pengelolahan 

tersebut dicabut oleh pihak pengairan tanpa mendapatkan uang. Mereka 

melakukan hal itu tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti dampak yang 

akan mereka rasakan kalo diberikan kepada pengusaha, mereka hanya melihat 

uangnya karena memang kondisi ekonominya kelas bawah rendah. Disadari 

atau tidak masyarakat kelas bawah telah mengalami penindasan dari kelas atas 

(pengusaha yang bertingkah semaunya sendiri) 

                                                           
12 ibid 
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Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang 

masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak 

mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia 

menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke- 19 

di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal 

(borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. 

Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, 

kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar 

dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan 

selama kesadaran semu eksis (false consiousness) dalam 

diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima 

keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan 

antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong 

terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. 

Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar 

akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.13 

Dalam hal ini pemikiran marx sejalan dengan fenomena yang ada di 

sungai pancar glagas, kaum kelas atas melakukan tindakan eksploiitasi atau 

penindasan secara tidak disadari oleh kelas bawah, kaum kelas bawah 

menyerah diri dan menerima keadaan karena ketidak berdayaannya atas kelas 

atas. Namun tak akan selamanya berjalan sesuai dengai keinginan kelas atas 

atau penguasa ketika masyarakat menyadari bahwa mereka telah ditindas 

maka gerakan sosial besar akan terjadi seperti yangterjadi di pertambangan 

pancar glagas terbukti dengan melakkan aksi demo besar-besaran. 

Kapitalisme dalam marxisme memiliki tiga karakteristik 

utama.  Pertama, semua komponen produksi memiliki 

harga jual.  Mulai dari bahan mentah hingga jasa dari 

tenaga buruh, semuanya memiliki nilai yang dapat 

ditukarkan.  Karakteristik kedua adalah dalam industri 

pemilik semua produksi hanyalah satu kelas saja, kaum 

                                                           
13 Margaret. M. Poloma,  Sosiologi Kontemporer,  Jakarta: PT  Raja Grafindo 

Persada, 1994 
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kapitalis.  Hal ini berkaitan dengan karakteristik ketiga 

yaitu kaum buruh yang berada dalam posisi ingin bertahan 

hidup di dunia yang terkuasai harus menjual jasa mereka 

kepada kaum kapitalis.  Marxisme menyebutkan bahwa 

efek dari kapitalisme adalah semakin melebarnya 

kesenjangan antara mereka yang kaya dan yang miskin.14 

 

Kapitalisme muncul menjadi sebuah kekuatan pelopor munculnya 

karakter di zaman modern. Kapitalisme meciptakan masyarakat global, 

menimbulkan perkembangan teknologi tiada henti, menggulingkan dunia 

tradisional. Kaum kapitalis lebih senang menggunakan alat yang bisa 

memuaskan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat menguntungkan, 

dengan menggunakan alat berat atau yang di sebut ekskavator untuk 

mengeruk pasir di sungai Pancar Glagas pengusaha bisa mendapatkan 

beberapa kali lipat keuntungannya dari pada mengeruk pasir dengan alat 

tradisional, seperti yang di pakai oleh masyarakat Pakuniran 

Dengan pemikiran demikian, Marx telah melakukan pendekatan 

konflik. Artinya masyarakat terpecah dan akan berkonflik ketika kelas tertentu 

memiliki faktor produksi sementara kelas yang lain tidak memiliki faktor 

produksi. Dalam uraian selanjutnya, Marx menyebut kelas yang memiliki 

faktor produksi adalah kaum borjuis dan kelas yang tidak memilikifaktor 

produksi adalah kaum proletar. Maka yang terjadi adalah adanya 

“penindasan” oleh kaum borjuis kepada kaum proletar “Penindasan” itu 

berupa pemaksaan terhadap kaum proletar untuk memenuhi kepentingan 

                                                           
14ibid.  
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kaum borjuis. Inilah yang disebut ekploitasi ekonomi. Sekeras apapun usaha 

kaum proletar justru akan memperkaya kaum borjuis. Dampaknya, akanada 

kemarahan yang berujung revolusi untuk membuat ketertiban sosial dari kaum 

proletar. 

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori 

konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, 

dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan 

keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat 

pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik 

melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya 

berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat 

manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau 

ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga 

melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam 

masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai 

otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini 

menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan 

antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan 

konflik karena adanya perbedaan kepentingan.15 

 

                                                           
15 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007 


